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A B S T R A K

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan 
kerusakan besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Namun demikian hukuman atau sanksi yang diterapkan pada kasus 
tindak pidana korupsi saat ini hanya memperhitungkan besaran 
uang yang dikorupsi/disalahgunakan/ dinikmati oleh koruptor saja. 
Olehkarenanya perlu dikembangkan upaya pengenaan hukuman 
atau sanksi yang mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, 
ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor. Penerapan 
Biaya Sosial Korupsi dalam penghitungan kerugian negara pada 
kasus korupsi diharapkan menjadi solusinya, termasuk dalam kasus 
korupsi di sektor kehutanan yang ditangani oleh KPK. Biaya Sosial 
Korupsi menghitung biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk 
mencegah dan menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dan 
biaya implisit (opportunity cost) yang merupakan biaya dampak 
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yang timbul karena korupsi yang dilakukan. Ruang lingkup biaya 
eksplisit meliputi biaya pencegahan korupsi, penanganan perkara 
korupsi, pengadilan, perampasan aset, pemasyarakatan hingga 
nilai uang yang dikorupsi. Sedangkan biaya implisit yang dihitung 
pada kasus kehutanan ini adalah biaya implisit minimal yaitu 
biaya kerusakan yang ditimbulkan akibat beralihnya fungsi hutan. 
Penghitungan dilakukan terhadap kasus penyuapan kepada angggota 
DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air 
Telang dan hutan lindung Pulau Bintan pada Tahun 2006 – 2008. 
Hasil penghitungan biaya sosial korupsi menunjukkan nilai kerugian 
negara mencapai 543 kali lipat dibanding kerugian negara hasil 
perhitungan konvensional yang telah diputuskan oleh hakim. Jika 
hukuman	finansial	inkracht untuk 9 terpidana tercatat Rp. 1,7 miliar, 
maka mekanisme penghitungan biaya sosial korupsi menghasilkan 
kerugian sebesar Rp.923,2 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh 
para koruptor kehutanan tersebut kepada negara. Model/formula 
ini akan diusulkan untuk dapat digunakan oleh auditor dalam 
menghitung kerugian keuangan negara yang akan dimasukkan dalam 
berkas dakwaan jaksa di persidangan. Di masa datang, implementasi 
untuk pembebanan Biaya Sosial Korupsi ini dapat dilakukan dengan 
penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui 
gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 98 
KUHAP.

Kata Kunci: korupsi, biaya sosial korupsi, kehutanan,biaya 
eksplisit, biaya implisit

A B S T R A C T

Corruption violates the rights of the people both socially and 
economically, further causing damage on life of the society and the 
state. However, penalties sanctioned on corruption cases still only 
takes into account the proceeds embezzled /misused/enjoyed by 
the perpetrators. There is needs to impose substantial penalties or 
sanctions on damage to social, economic and environment caused by 
the perpetrators. Incorporating Social Costs of Corruption in state 
losses calculation on a corruption case is expected to be the solution, 
including for instance on corruption cases in forestry sector. The 
Social Costs of Corruption takes into account the explicit costs paid 
by the state to prevent and persecute corruption and the implicit 
costs (opportunity cost) incurred. The explicit costs include the cost 



3

of prevention efforts, case handling, court sessions, confiscation of 
proceeds, correctional of the convicts and the value of proceeds. On 
the other hand, the implicit cost incorporated in the forestry cases is 
minimum implicit cost on the damage caused by the shift the forest 
function. A calculation was attempted on a bribery case to members 
of Parliament involved in relinquishment of Tanjung Pantai Air 
Telang protected forest and Bintan Island protected forest in 2006-
2008. The result is that the state loss exceeds 543 times as much 
compared to the conventional calculation by the court verdict. 
According to the proceeding, the court stipulated Rp 1.7 billion fines, 
whereas social cost accounting mechanisms of corruption resulted in 
Rp.923,2 billion recoverable. This model/formula shall be proposed 
to be used by auditors in calculating the state’s financial losses to 
be incorporated in the indictment. In the future, implementation of 
Social Costs of Corruption can be done on criminal case and civil 
case integration by means of punitive damage as implied in Article 
98 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: corruption, social cost of corruption, forestry, 
explicit costs, implicit costs

  

P E N D A H U L U A N

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa 
(extra-ordinary crimes). Hal tersebut dikarenakan perbuatan 
korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.  
Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar 
dari jumlah uang yang dikorupsi (nilai eksplisit).  Tindak pidana ini 
juga menimbulkan damage (kerusakan) yang besar bagi kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, memberantas korupsi 
tidak lagi dapat dilakukan ‘secara biasa’ tetapi dituntut cara-cara 
yang luar biasa (extra-ordinary enforcement). Diperlukan langkah 
berbeda dari pendekatan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan 
deteren effect (efek jera). Hukuman atau sanksi yang diberikan juga 
seharusnya mempertimbangkan akibat damage (kerusakan) sosial, 
ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor 
tersebut.

Pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang terkait ‘kerugian keuangan 
negara’ merupakan pasal yang selama ini paling banyak dijadikan 
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dasar KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.  Sementara 
itu, dengan kondisi hukum yang ada saat ini, penghitungan Jaksa 
Penuntut terkait kerugian negara yang ditimbulkan oleh setiap kasus 
korupsi hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi/
disalahgunakan/dinikmati oleh terdakwa saja. Penghitungan ini 
belum memasukkan biaya implisit (opportunity cost) maupun 
multiplier ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber daya yang 
tidak tepat (definisi	 hukuman	 finansial	 yang	 digunakan	 adalah	
penjumlahan dari denda, uang pengganti dan uang yang dirampas 
oleh pengadilan sebagai barang bukti). KPK pun memandang 
hukuman	 finansial	 (denda,	 uang	 pengganti,	 ongkos	 perkara)	 yang	
ada saat ini belumlah dapat memulihkan kerusakan yang diakibatkan 
oleh tindak pidana korupsi yang terjadi.

Rimawan	Pradiptyo	(2009)	menganalisis	hukuman	finansial	(nilai	
eksplisit) yang dikenakan kepada terpidana korupsi. Berdasarkan 
data	putusan	MA,	perbandingan	biaya	korupsi	dan	hukuman	finansial	
kasus korupsi tahun 2001-2009 menunjukkan bahwa total hukuman 
finansial	 yang	 dituntutkan	 Jaksa	 hanya	 40%	 dari	 biaya	 eksplisit	
korupsi.	Dari	jumlah	tersebut,	hanya	7,3%	dari	biaya	eksplisit	korupsi)		
yang	dijatuhkan	hukuman	final	oleh	hakim.	

Tabel 1 Perbandingan Kerugian dan Hukuman Finansial kepada 
Koruptor (harga riil 2008)

SKALA 
KORUPSI

JUMLAH 
PELAKU

TOTAL KERUGIAN 
KEUANGAN NEGARA 
(HASIL HITUNGAN 

AUDITOR)

TOTAL HUKUMAN 
FINANSIAL YANG 

DITUNTUT JAKSA (%)

TOTAL HUKUMAN 
FINANSIAL YANG 

DIJATUHKAN MA (%)

Gurem 22 Rp 108,4 Juta 1682 1141

Kecil 128 Rp 6,3 M 183 401

Medium 240 Rp 101,3 M 119 89

Besar 122 Rp 735,5 M 66 49

Kakap 30 Rp 72,2 T 44 7

Total 542 Rp 73,1 T 44 7

SUMBER: PRADIPTYO, 2009

Data	 berikut	menjelaskan	 terdapat	 93%	 biaya	 eksplisit	 korupsi	
yang harus ditanggung negara karena tidak dibebankan kepada 
koruptor. Beban negara tersebut selanjutnya ditransfer kepada 
masyarakat dalam bentuk meningkatnya besaran pajak. Dengan 
demikian beban biaya sosial (social cost of crime) pada akhirnya 
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ditanggung oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi pihak 
yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi. 

Ketidakadilan	 dalam	 pengenaan	 hukuman	 finansial	 kepada	
koruptor mendorong KPK untuk melakukan studi Biaya Sosial 
Korupsi dengan tujuan  menyusun formula baru untuk pengenaan 
hukuman	finansial	kepada	terdakwa	tindak	pidana	korupsi.	Tulisan	
ini hanya mengulas penghitungan biaya sosial korupsi pada kasus 
kehutanan. 

T I N J A U A N  T E O R I T I S 

1. Biaya Sosial Kejahatan (Social Cost of Crime) 
Suatu tindak kejahatan cenderung menguntungkan pelaku 

kejahatan, namun menciptakan biaya bagi masyarakat. Tindakan 
kejahatan akan menciptakan biaya sosial, mengingat besarnya 
keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan selalu lebih kecil 
dibandingkan biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat tindak 
kejahatan tersebut. Implikasinya, setiap upaya untuk menurunkan 
angka kejahatan, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan, akan 
menciptakan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk penurunan 
biaya sosial kejahatan. 

Di negara Australia, Inggris, USA, dan Belanda, biaya sosial 
kejahatan diestimasi dan digunakan untuk menilai kinerja 
penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Walker (1997) 
menghitung biaya sosial kejahatan di Australia. Di UK, beberapa 
studi dilakukan untuk mengestimasi biaya sosial kejahatan maupun 
biaya penegakan hukum (lihat Harries, 1999, Brand and Price, 
2000, Dubourg, 2005). Di USA. Miller, et al (1996) telah merintis 
perhitungan biaya sosial kejahatan sebelum hal yang sama dilakukan 
di UK. Bowles et al (2008) melakukan mainstreaming metodologi 
untuk penghitungan biaya sosial kejahatan di Eropa, khususnya 
untuk negara-negara eks-Eropa Barat. 

Cohen (2000) menjelaskan sebagai dasar penyusunan kebijakan 
penanggulangan kejahatan,  Pemerintah Amerika telah menghitung 
biaya	dari	 tindakan	kriminal	 sejak	 1901.	Cohen	mengklasifikasikan	
biaya kejahatan dalam biaya tangible dan intangible, dengan 
metode penghitungan secara langsung dan tidak langsung. Biaya 
tangible adalah hal-hal yang berwujud dan nilainya ada dalam pasar 
misalnya biaya medis, kerusakan barang, dan penjara. Sedangkan 

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan
(Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni)



6     Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016

biaya intangible adalah hal-hal yang tidak berwujud atau barang-
barang yang nilainya tidak ada pada pasar seperti sakit, penderitaan, 
dan penurunan kualitas hidup. Metode penghitungan langsung 
berarti penghitungan biaya bersumber pada sumber utama seperti 
pengakuan korban atau anggaran penegak hukum sedangkan metode 
tidak langsung menggunakan sumber sekunder seperti nilai barang 
atau keputusan pengadilan.

Mayhew, Sam Brand dan Richard Price (2000) pada artikelnya 
berjudul “The economic and social costs of crime” juga melakukan 
perhitungan biaya kejahatan pada beberapa jenis kejahatan seperti 
kekerasan, perampokan, dan perampasan. Biaya kejahatan terdiri 
dari biaya ekonomi dan biaya sosial. Biaya ekonomi dihitung dalam 
wujud uang, seperti barang yang dicuri dan properti yang hancur. 
Sedangkan	biaya	sosial	seperti	trauma	dan	cacat	fisik		walaupun	tidak	
bisa	dihitung	dalam	wujud	uang,	bisa	dikuantifikasi	 	dalam	bentuk	
uang. 

Estimasi biaya sosial kejahatan telah dilakukan oleh beberapa 
negara, namun upaya untuk menghitung biaya sosial korupsi belum 
banyak dilakukan. Penyebabnya, di negara maju hanya kejahatan 
umum yang dihitung dan korupsi bukan jenis kejahatan umum. Alasan 
lain beberapa negara tidak memperkenankan putusan pengadilan 
diakses oleh umum sehingga upaya mengestimasi biaya sosial korupsi, 
meski terbatas pada biaya eksplisit korupsi tidak mudah dilakukan. 
Namun, jika korupsi dipandang sebagai sebuah kejahatan, Mayhew 
(2003) menyatakan biaya korupsi bisa dibagi menjadi tiga: 1)Biaya 
mengantisipasi korupsi; 2)Biaya yang ditimbulkan oleh tindakan 
korupsi; 3)Biaya untuk merespon tindakan korupsi.

2. Biaya Sosial  Korupsi 
Analisis Biaya Sosial Korupsi dilakukan dengan menggunakan 

kerangka pikir Social Cost of Crime (Biaya Sosial Kejahatan) yang 
berasal dari Brand and Price (2000). Konsep ini diadopsi menjadi 
Social Cost of Corruption dengan beberapa penyesuaian kondisi yang 
ada di Indonesia. Secara umum elemen biaya sosial korupsi dapat 
dilihat pada gambar 1.  
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Gambar 1 Elemen Biaya Sosial Korupsi

Biaya eksplisit korupsi merupakan biaya riil yang keluar sebagai 
biaya antisipasi, biaya reaksi dan biaya akibat dari sebuah kejahatan 
korupsi, yang dapat dihitung secara langsung. Biaya eksplisit dalam 
hitungan ini dibatasi pada biaya yang keluar dari APBN meskipun 
dimungkinkan adanya biaya yang keluar dari luar APBN. Biaya 
implisit merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat, 
seperti biaya ekonomi (opportunity cost), biaya damage (akibat) 
yang dampaknya melalui pasar, dan biaya damage (akibat) yang 
dampaknya tidak melalui pasar. Biaya implisit yang dihitung saat 
ini dengan mengambil estimasi terendah dari sebuah kejadian atau 
kegiatan korupsi. 

Biaya antisipasi korupsi pada dasarnya terdiri dari: a) Biaya 
sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten; b) Reformasi birokrasi untuk 
menurunkan hasrat korupsi; dan c) Berbagai kegiatan dalam rangka 
pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh KPK. Pada penghitungan 
biaya sosial korupsi yang dilakukan, hanya penghitungan poin c yang 
berhasil dilakukan. Kegiatan dan mata anggaran untuk point a belum 
tercatat secara khusus pada kementerian/lembaga pemerintah, 
sehingga penghitungan tidak bisa dilakukan. Sementara poin b, 
proses reformasi birokrasi yang tersebar di seluruh kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah menyebabkan penghitungan 
biaya ini sangat kompleks sehingga tidak bisa dimasukkan  dalam 
perhitungan.	Dengan	demikian,	definisi	biaya	antisipasi	korupsi	pada	
tulisan ini adalah besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan 
pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, tercermin dalam  
anggaran kegiatan pencegahan di KPK.

Biaya reaksi korupsi adalah seluruh sumberdaya yang diperlukan 
aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan 
korupsi, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
pengadilan dan pemasyarakatan atau sampai selesai menjalani 
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hukuman	 fisik	 maupun	 finansial.	 Biaya	 reaksi	 korupsi	 terdiri	
dari: a)Biaya proses penanganan perkara mulai dari pengaduan, 
penyelidikan, dan penyidikan. (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, 
BPKP dll); b)Biaya peradilan (panitera, jaksa, hakim, dll); c)Biaya 
proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri; dan d)Biaya 
rumah tahanan  dan lembaga pemasyarakatan, biaya pengumpulan 
denda, dll. Dalam penghitungan biaya sosial ini, anggaran kegiatan 
penindakan yang dimaksud adalah anggaran penindakan di KPK.

Biaya akibat korupsi (Eksplisit) adalah nilai uang yang dikorupsi, 
baik itu dinikmati sendiri maupun bersama dengan orang lain 
yang diterjemahkan sebagai kerugian keuangan negara. Data yang 
digunakan adalah hasil hitungan kerugian keuangan negara yang 
telah dihitung oleh BPK atau BPKP yang diberi kewenangan untuk 
menghitung kerugian negara.

Biaya implisit pada dasarnya adalah biaya oportunitas dari 
tindakan	korupsi,	 terbagi	menjadi	biaya	finansial	 (misalnya	berapa	
uang yang dicuri oleh koruptor atau dalam bahasa yang lebih umum 
disebut sebagai kerugian negara), dan biaya ekonomi yaitu ketika 
sebagai dampak dari tindakan korupsi, sumberdaya teralihkan dari 
aktivitias yang produktif menjadi tidak produktif. Biaya implisit 
juga dibagi menjadi biaya privat dan biaya sosial. Biaya privat bila 
yang menanggung biaya tersebut bisa ditelusuri karena terdapat 
tindakan	 membayar	 secara	 finansial	 dari	 pihak	 yang	 merupakan	
korban	korupsi.	Biaya	sosial	adalah	biaya	yang	secara	finansial	tidak	
terbuktikan dengan transaksi keuangan dikarenakan sebab tertentu 
misal karena pasarnya tidak ada (misal hilangnya area hutan lindung 
karena suap mengakibatkan konversi lahan hutan yang merugikan 
fungsi-fungsi ekologis hutan).

Biaya implisit dalam bentuk biaya akibat korupsi secara implisit 
memperhitungkan: a)Opportunity costs akibat korupsi, termasuk 
beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di 
masa lalu; dan d) Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa 
adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi. Biaya akibat 
korupsi implisit dapat dimodelkan dan dihitung secara sederhana 
dalam penghitungan biaya sosial korupsi ini. Namun, estimasi lebih 
spesifik	terkait	korupsi	pada	sektor	tertentu,	memerlukan	kerjasama	
dengan ahli terkait sehingga model dan penghitungan estimasi biaya 
bisa dilakukan dengan lebih tepat. 
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3. Penghitungan Biaya Sosial Korupsi Tercatat
3.1 Biaya Antisipasi Korupsi

Rata-rata biaya antisipasi korupsi dapat dinyatakan sebagai 
berikut: 

Rata-rata biaya antisipasi =

Rata-rata realisasi anggaran pencegahan tahun 2008-2011

Rata-rata kasus jumlah korupsi pada tahap penyidikan di semua 
lembaga penegak hukum tahun 2008 - 2011

 
Data yang dibutuhkan untuk menghitung besaran biaya 

antisipasi yang akan dibebankan pada setiap kasus korupsi yang 
terjadi adalah rata-rata realisasi anggaran pencegahan tahun 
2008 - 2011 dan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak 
hukum dalam kurun waktu yang sama. Data menggunakan rata-
rata 4 tahun dalam rangka kekinian waktu supaya  tidak terjadi 
disparitas perbedaan metode penanganan kasus dan penganggaran 
yang terlalu besar. 

Rata-rata realisasi anggaran pencegahan tahun 2008-2011, 
diestimasi dari biaya KPK dengan memperhitungkan proporsi 
pegawai KPK yang bekerja di bidang antisipasi korupsi dan reaksi 
terhadap korupsi. Diasumsikan seluruh pegawai di Kedeputian 
Pencegahan bekerja penuh untuk antisipasi korupsi dan pegawai 
di Kedeputian Penindakan bekerja penuh untuk reaksi terhadap 
korupsi. Tahun 2012 proporsi pegawai KPK di bidang antisipasi 
korupsi	 37,9%,	 dan	 yang	 bekerja	 di	 bidang	 reaksi	 terhadap	
korupsi	 62,1%.	 Pegawai	 pada	 kedeputian	 lain	 diasumsikan	
sebagai kedeputian pendukung, dan didistribusikan sesuai dengan 
proporsi	pegawai	di	bidang	antisipasi	dan	reaksi	korupsi	 (37,9%	
untuk	 antisipasi	 dan	 62,1%	 untuk	 reaksi).	 Semua	 Pimpinan	
diasumsikan fokus kepada reaksi korupsi dan Penasehat kepada 
antisipasi korupsi.  Dengan metoda tersebut dihitung  total biaya 
antisipasi per tahun yang dikeluarkan KPK adalah sebesar Rp 
112.002.422.958,	 merupakan	 37,9%	 dari	 rata-rata	 total	 biaya	
operasional KPK per tahunnya yang sekitar 275 miliar.

Jumlah kasus korupsi pada LPH Tahun 2008-2011 adalah 
kasus pada tahap penyidikan. Penetapan tahap penyidikan dengan 
alasan kasus korupsi yang ditangani di tahap tersebut sudah 
menyebut nama tersangka, serta tahap penyidikan  merupakan 
tahap penanganan kasus yang dilalui oleh semua LPH. Terdapat 
8.448 kasus korupsi di Indonesia yang ditangani ketiga LPH sejak 
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2008 hingga 2011, atau 2.112 per tahun. Jumlah kasus ini akan 
dijadikan dasar penghitungan setiap tahunnya.

Berdasarkan rumusan di atas dan data realisasi anggaran dan 
jumlah kasus yang didapatkan, maka  rata-rata biaya antisipasi 
korupsi adalah Rp.53.031.450/kasus. Jumlah ini akan dibebankan 
secara rata (tanggung renteng) kepada seluruh terdakwa dalam 
satu perkara.

3.2 Biaya Reaksi Terhadap Korupsi
Biaya reaksi korupsi KPK didapatkan dari total jumlah seluruh 

anggaran yang dikeluarkan KPK untuk menangani perkara korupsi. 
Setidaknya terdapat 6 direktorat/unit kerja yang menangani 
reaksi korupsi yaitu Penyelidikan,Penyidikan, Penuntutan, 
Sekretariat Penindakan, Pengaduan Masyarakat, dan Monitor. 
Untuk menghitung biaya reaksi korupsi, diperlukan data rata-rata 
satuan biaya dari masing-masing jenis belanja KPK untuk setiap 
direktorat/unit kerja terkait dengan penanganan reaksi korupsi 
perharinya. Hasil penghitungan menunjukkan terdapat variasi 
besaran belanja pegawai Rp 604.002 – Rp 1.032.643/orang/hari 
untuk tiap Direktorat, belanja barang Rp 142.908 – Rp 242.889/
orang/hari, dan belanja modal Rp 75.396 – Rp 322.400/orang/
hari. Khusus	belanja	modal,		sudah	dikurangi	nilai	depresiasi	20%.	
Hasil penghitungan ini akan menjadi acuan dalam menghitung 
biaya reaksi korupsi per kasus. 

Selain sumber daya internal, penanganan perkara korupsi 
KPK juga melibatkan instansi lain seperti auditor BPK/
BPKP, PPATK, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. 
Penghitungan biaya reaksi memperhitungkan man hour cost 
yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut sebagai bagian 
biaya yang dikeluarkan dalam siklus penanganan korupsi oleh 
KPK. Biaya yang dikeluarkan untuk menghitung kerugian negara 
(audit dan pemberian keterangan ahli di persidangan) adalah  
Rp.46.644.768/laporan, mengacu pada biaya yang dikeluarkan 
BPKP dalam pengawasan dan non pengawasan yang dilakukan 
dibagi dengan jumlah laporan yang dihasilkan. PPATK berperan 
dalam penelusuran aset dan transaksi-transaksi keuangan yang 
mencurigakan. Keterbatasan akses data ke PPATK menyebabkan 
nilai biaya reaksi dari unsur PPATK tidak didapatkan. Biaya pada 
tahapan pengadilan didasarkan pada sample biaya pengadilan 
Tipikor Kota Bandung, yaitu Rp. 33.793.246/perkara, dihitung 
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dari jumlah realisasi anggaran Pengadilan Tipikor Bandung dibagi 
dengan jumlah perkara yang ditangani pada tahun tertentu. Biaya 
selama terdakwa ditahan di Rumah Tahanan merupakan biaya 
reaksi yang ditanggung Kemenkumham. Rutan Salemba sebagai 
referensi penghitungan biaya rutan per terdakwa per tahun, 
dengan nilai Rp.51.173.850 berdasar biaya operasional Rutan 
Salemba per tahun dibagi dengan jumlah tahanan. Biaya terpidana 
dalam menjalani hukuman di Lapas, mengacu pada biaya di Lapas 
Salemba. Terhitung biaya rata-rata per narapidana per tahun 
sebesar Rp22.370.279, dihitung dari biaya operasional Lapas 
Salemba per tahun dibagi dengan jumlah narapidana. Estimasi 
biaya rata-rata ini bisa digunakan untuk menghitung biaya lapas 
dan biaya tahanan per koruptor yang dijatuhi hukuman sesuai 
dengan UU Tipikor.

Dari uraian tersebut, maka biaya penanganan perkara di 
KPK (biaya reaksi korupsi) juga ditambahkan dengan biaya 
penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK/BPKP 
per kasus (Rp 46.644.768), biaya analisis dan pemeriksaan PPATK 
untuk satu kasus (Rp…,(data PPATK tidak diperoleh)),  biaya 
pengadilan untuk satu kali pengadilan (Rp 33.793.246), biaya 
Rutan untuk satu tahun setiap tahanan (Rp51.173.850) dan biaya 
Lapas untuk satu tahun setiap narapidana sebesar (Rp22.370.279). 
Faktor pengali dari biaya-biaya tersebut sangat bervariasi untuk 
setiap kasusnya, sangat tergantung dari pasal tindak pidana korupsi 
yang digunakan, jenis dan metode penunjang penyelidikan/
penyidikan, serta tergantung dari dakwaan dan putusan hakim. 
Pada tahapan awal penanganan perkara, yaitu pra penyelidikan 
dan penyelidikan, biaya akan dibebankan secara rata (tanggung 
renteng) kepada seluruh terdakwa. 

3.3. Biaya Eksplisit Akibat Korupsi
Penghitungan biaya eksplisit akibat korupsi akan berbeda-beda 

dan	 spesifik,	 tergantung	 dari	 kasus	 korupsi	 yang	 terjadi.	 Setiap	
kasus korupsi yang diproses hukum, penghitungan kerugian 
negara sebagai wujud dari biaya eksplisit akibat korupsi akan 
dihitung oleh BPK atau BPKP. Sebagai gambaran umum, jumlah 
kerugian keuangan Negara dari kasus korupsi di seluruh Indonesia 
yang dirilis oleh BPK dan BPKP sejak tahun 2004 s.d 2011, jika 
dirata-ratakan adalah  Rp 18.103.216.431,- per kasus nya. Angka 
tersebut diperoleh dari jumlah kerugian keuangan negara dalam 

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan
(Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni)
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kurun waktu 2004-2011 yang ditangani BPKP sekitar Rp 54 triliun, 
dibagi dengan 2.987 laporan kasus korupsi yang dihitung kerugian 
negaranya. 

Namun demikian hasil penghitungan kerugian keuangan 
negara oleh BPK/BPKP ternyata tidak seluruhnya dimasukkan 
oleh Jaksa dalam berkas tuntutan. Alasannya karena tidak semua 
nilai kerugian keuangan negara dinikmati oleh tersangka. Dengan 
demikian masih terdapat sisa dari kerugian keuangan negara yang 
menjadi beban negara yang pada akhirnya dibebankan kepada 
rakyat dalam bentuk pajak, retribusi, pelayanan publik yang buruk, 
dan kualitas infrastruktur yang rendah. 

3.4.  Biaya Implisit Akibat Korupsi (Biaya Oportunitas)
Biaya implisit korupsi selama ini belum pernah diperhitungkan 

oleh para penegak hukum di Indonesia dalam menetapkan 
hukuman	finansial	kepada	koruptor.	Biaya	implisit	sebagai	akibat	
korupsi lebih sulit diestimasi dibanding biaya eksplisit akibat 
korupsi. Dalam literatur ekonomi lingkungan misalnya, instrumen 
ekonomi berupa pigovian tax ditagihkan kepada industri yang 
mengotori lingkungan (limbah) karena merugikan pihak lain. 
Ini disebut dengan polluter pays principle (PPP). Polusi adalah 
contoh dari kondisi eksternalitas yaitu yang terjadi jika salah satu 
pihak merugikan pihak lain tanpa si pihak yang menimbulkan 
kerugian	 memberikan	 kompensasi	 finansial	 baik	 kepada	 pihak	
yang dirugikan maupun pihak lain (tidak membayar walaupun 
mengambil manfaat). Korupsi dalam berbagai jenisnya juga sangat 
mungkin untuk bersifat seperti kasus eksternalitas ini. 

Tabel 2 Dampak deforestasi terhadap berbagai stake holder  
(kasus Taman Nasional Gunung Leuser)

LOCAL COM-
MUNITY

LOCAL 
GOVERNMENT

ELITE 
(LOGGING) 
INDUSTRY

NATIONAL 
GOVERNMENT

INTERNA-
TIONAL 

COMMUNITY

Water supply Expensive 
water

Costs to 
change 
distribution 
system

– Costs to 
change 
distribution 
system

–

Fishery Loss of 
income

Loss of local 
taxes

– Loss of federal 
taxes

–
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LOCAL COM-
MUNITY

LOCAL 
GOVERNMENT

ELITE 
(LOGGING) 
INDUSTRY

NATIONAL 
GOVERNMENT

INTERNA-
TIONAL 

COMMUNITY

Flood 
prevention

Casualties, 
house damage

Infra-structural 
damage

Damage to 
logging roads, 
perhaps 
compensation 
payments

Need for 
compensation 
payments

Increased 
costs of 
emergency 
support

Agriculture Increase food 
prices, loss of 
production

Loss of local 
taxes

Lost 
production 
from 
plantations

Loss of federal 
taxes

–

Hydro-
electricity

Production 
loss due to 
power cuts, 
expensive 
electricity

Loss of local 
taxes

Loss of 
revenue from 
electricity

– –

Tourism Loss of 
income

Loss of taxes – Loss of foreign 
revenues

Loss of 
WTP for 
recreational, 
less 
international 
travel

Biodiversity – Loss of foreign 
revenues

Loss of Loss of foreign 
revenues

Loss of 
WTP for 
biodiversity, 
research

Sequestration – Loss of foreign 
revenues

– Loss of foreign 
revenues

Loss of ghg 
reduction 
options

Fire prevention Damage 
to crops, 
property and 
health

Damage to 
infrastructure

Loss of 
concession 
area

Loss of federal 
tax revenues

Damage to 
economy and 
health

Non-timber 
forest products

Short-term 
gain in 
production, 
long-term loss

Loss of taxes Short-term 
gain in 
production, 
long-term loss

– –

Timber Short-term 
gain in 
production, 
long-term loss

Loss of taxes Short-term 
gain in 
production, 
long-term loss

Loss of export 
revenues

–

SUMBER: (P. J. H. VAN BEUKERING ET AL., 2003). 

Ilustrasi penghitungan biaya implisit kasus korupsi di sektor 
kehutanan adalah sebagai berikut. Pengalihan fungsi hutan menjadi 
bentuk lain (perkebunan, lahan perkotaan,dll) menghilangkan 
fungsi ekologis hutan yang esensial untuk kehidupan masyarakat 
sekitar (fungsi proteksi banjir, sumber air dll) dan masyarakat 
global (carbon storage dan keragaman hayati). Akibat hilangnya 
fungsi ekologis tersebut kesejahteraan masyarakat berkurang dan 
merupakan damage atau biaya sosial yang harus ditanggung oleh 

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan
(Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni)
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masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam pengalihan fungsi lahan 
dari hutan lindung merupakan penyebab dari kesengsaraan yang 
akan ditimbulkan. P. Van Beukering, e (2003) mengkategorikan 
biaya yang harus ditanggung masyarakat jika terjadi pengalihan 
fungsi hutan (dalam konteks taman nasional gunung Leuser di 
Aceh) pada tabel 2.

Gambar 2 mengilustrasikan berbagai alur dampak hilangnya 
lahan hutan termasuk metodologi valuasi apa yang standar 
digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai kerugian tersebut. 

Gambar 2 Alur dampak deforestasi dan metodologi valuasi-nya

(SUMBER: (P. J. H. VAN BEUKERING ET AL., 2003)

Untuk menghitung biaya sosial sebagai dampak dari beralihnya 
fungsi hutan, informasi yang diperlukan adalah luas dan jenis hutan 
yang hilang termasuk fungsi-fungsinya. Kemudian melakukan 
valuasi ekonomi yaitu mengaplikasikan nilai moneter per unit 
dari setiap hektar hutan yang hilang. Dalam kajian yang akurat, 
tentunya	metodologi	harus	bersifat	spesifik	terhadap	hutan	yang	
menjadi kasus. Tetapi untuk gambaran kasar bisa saja dilakukan 
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dengan melakukan metode benefit transfer yaitu mengaplikasikan 
nilai moneter dari studi di tempat lain yang dirasa cukup mewakili.  
Tabel 2 dan gambar 2 memberikan gambaran bagian-bagian yang 
sebaiknya terwakili dalam nilai beralihnya fungsi hutan.

I l u s t r a s i  P e n g h i t u n g a n  B i a y a  S o s i a l 
K o r u p s i  p a d a  K a s u s  K e h u t a n a n

1. Kronologis
Kasus sektor kehutanan yang akan dihitung biaya sosial korupsinya 

adalah kasus suap terkait pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung 
Pantai Air Telang, Kab Banyuasin dan pelepasan kawasan hutan 
lindung Pulau Bintan, Kab Bintan yang terjadi 2006 – 2008 (Kotak 
3.1). 

Kotak 3.1 Kronologis Kasus Korupsi Sektor Kehutanan

Berawal dari bulan September 2006, Al. Amien Nasution (anggota DPR RI) melakukan kunjungan kerja 
ke Propinsi Sumatera Selatan sehubungan adanya usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung 
Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin Propinsi 
Sumatera Selatan. Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung 
Api-api (BPTAA)/Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rebuin meminta Sadan 
Tahir selaku anggota Komisi IV DPR RI agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan 
pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang dan menjanjikan akan memberikan dana.

Al Amien Nasution, Sarjan Tahir, dan Azwar Chesputra selaku anggota Komisi IV DPR RI pada bulan 
Oktober 2006 mengadakan pertemuan dengan Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan selaku 
investor. Chandra Antonio Tan memberikan Mandiri Travel Cheque (MTC) yang mana selanjutnya 
dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI antara lain M. Amien Nasution sebanyak 3 (tiga) 
lembar MTC masing-masing senilai Rp 25 Juta Pada akhirnya usulan pelepasan kawasan hutan 
lindung Tanjung Pantai Air Telang disetujui oleh Komisi IV DPR RI.

Dalam kurun waktu bulan November sampai dengan Desember 2007, Al Amien Nasution bersama 
Azirwan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan beberapa kali mengadakan pertemuan. Di dalam 
setiap pertemuan tersebut, Azirwan memberikan imbalan sejumlah uang kepada Al. Amien Nasution 
sebagai kesepakatan untuk meloloskan permohonan Azirwan terkait pelepasan kawasan hutan lindung 
Pulau Bintan, Kabupaten Bintan.

Pemberian sejumlah uang oleh Azirwan kepada Al. Amien Nasution tetap berlangsung hingga 
memasuki tahun 2008 hingga April 2008. Aksi Al Amien Nasution terhenti saat petugas KPK berhasil 
menangkapnya bersama dengan Azirwan di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 8 April 2008. 
Dari tangan Al Amien, petugas menemukan uang Rp 60 juta lebih. Sedangkan dari Azirwan, petugas 
menemukan fotokopi hasil rapat Komisi IV DPR tanggal 8 April 2008, uang Rp 5 juta, dan SGD 30 ribu.

2.  Personil dan Waktu Penanganan Kasus
KPK melakukan penyelidikan sejak tahun 2007 dengan melibatkan 

tiga direktorat yaitu: Penyelidikan, Monitor dan Pengaduan 
Masyarakat. Satu tahun setelahnya, proses status penyelidikan naik 
ke tingkat penyidikan. Sembilan orang tersangka terlibat dalam 

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan
(Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni)
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kasus korupsi pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air 
Telang, Kabupaten Banyuasin dan pelepasan kawasan hutan lindung 
Pulau Bintan, Kabupaten Bintan. Jaksa Penuntut Umum melakukan 
penuntutan kepada 9 terdakwa sejak 2008 sampai dengan 2010.  
Namun, personil-personil yang bertugas dalam perkara ini juga 
menangani perkara lain dengan jumlah perkara yang bervariasi. 
Olehkarenanya dibuatkan faktor pembagi rata-rata jumlah 
pekerjaan agar didapatkan penghitungan yang lebih riil. Lama waktu 
penanganan perkara tersebut dikalikan dengan jumlah personil dan 
biaya man hour cost yang telah dihitung sebelumnya.
3. Biaya Reaksi Korupsi

Penghitungan biaya reaksi korupsi kasus korupsi pelepasan 
kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang dan Pulau Bintan 
untuk masing-masing terpidana sebagai berikut (Tabel 3).

Tabel 3 Biaya Reaksi Korupsi Kasus Kehutanan

 

N

o 
Terdakwa 

Biaya Utama Biaya Dukungan lain Total Biaya 

Reaksi per 

Terpidana 
Pra 

Penyelidikan 

Penyelidika

n 
Penyidikan Penuntutan Asset tracing BPKP 

PPA

TK 
Pengadilan 

Pemasyaraka

tan 

1 Sarjan Tahir 70,986,004 89,199,240 389,932,969 187,676,519 220,795,905 5,182,752 - 33,793,246 100,666,256 1,117,583,017 

2 
M. Al Amien 

Nasution 
70,986,004 89,199,240 161,939,375 261,275,154 220,795,905 5,182,752 - 33,793,246 178,962,232 1,041,484,034 

3 Drs. Azirwan 70,986,004 89,199,240 98,868,250 106,718,021 220,795,905 5,182,752 - 33,793,246 55,925,698 700,819,242 

4 
H.M Yusuf Erwin 

Faishal 
70,986,004 89,199,240 253,562,969 183,996,587 220,795,905 5,182,752 - 33,793,246 100,666,256 977,533,085 

5 Sjahrial Oesman 70,986,004 89,199,240 138,074,625 88,318,362 220,795,905 5,182,752 - 33,793,246 67,110,837 732,811,097 

6 
Chandra Antonio 

Tan 
70,986,004 89,199,240 166,200,937 353,273,448 220,795,905 5,182,752 - 33,793,246 67,110,837 1,025,892,495 

7 Azwar Chesputra 70,986,004 89,199,240 80,405,286 8,893,168 220,795,905 5,182,752 - 11,264,415 89,481,116 595,558,012 

8 Hilman Indra 70,986,004 89,199,240 80,405,286 8,893,168 220,795,905 5,182,752 - 11,264,415 89,481,116 595,558,012 

9 Fachri Andi 70,986,004 89,199,240 80,405,286 8,893,168 220,795,905 5,182,752 - 11,264,415 89,481,116 595,558,012 

4. Biaya Akibat Korupsi (Eksplisit)
Penghitungan biaya akibat eksplisit telah dihitung BPKP 

dengan angka kerugian keuangan negara Rp 2.950.600.000 yang 
dibebankan kepada terdakwa M. Al Amien Nasution. Pada saat 
kasus ini ditangani KPK,  hasil penghitungan yang menjadi bagian 
tuntutan jaksa tersebut tidak disetujui oleh hakim sebagai kerugian 
keuangan negara, sehingga terdakwa pada kasus ini tidak dikenakan 
uang pengganti. Pada penghitungan biaya sosial korupsi, biaya akibat 
korupsi eksplisit dalam hal ini diterjemahkan sebagai kerugian negara 
berdasar hasil perhitungan BPK/BPKP merupakan bagian dari 
hukuman	 finansial	 yang	 seharusnya	 dibebankan	 kepada	 terdakwa	
dalam rangka memberi efek jera.



17

5. Biaya Antisipasi Korupsi
Penghitungan biaya antisipasi korupsi  dalam bentuk upaya 

pencegahan korupsi yang dilakukan KPK terhadap jumlah kasus yang 
ditangani sebagaimana yang sudah dihitung pada bagian pembahasan 
sebelumnya adalah sebesar Rp 53.031.450/kasus. Nilai tersebut akan 
dibebankan kepada 9 orang, sehingga masing-masingnya harus 
membayar sejumlah Rp 5.892.383/orang.  

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan terhadap biaya 
antisipasi, reaksi dan akibat korupsi, maka total biaya eksplisit 
korupsi untuk sektor Kehutanan yang ditangani KPK ditunjukkan 
oleh tabel 4.
Tabel 4 Total Biaya Eksplisit Korupsi Kasus Kehutanan

NO TERDAKWA

BIAYA EKSPLISIT KORUPSI

TOTAL BIAYA 
EKSPLISIT 
KORUPSI

BIAYA 
ANTISIPASI 
KORUPSI

BIAYA REAKSI 
KORUPSI

BIAYA 
AKIBAT 
KORUP-

SI*

A B C D E F 

1 Sarjan Tahir 5,892,383 1,098,232,890 - 1,104,125,273

2 M. Al Amien Nasution 5,892,383 1,022,133,908 3,978,626,291

3 Drs. Azirwan 5,892,383 681,469,115 - 687,361,498

4 H.M Yusuf Erwin Faishal 5,892,383 958,182,958 - 964,075,341

5 Sjahrial Oesman 5,892,383 713,460,971 - 719,353,354

6 Chandra Antonio Tan 5,892,383 1,006,542,369 - 1,012,434,752

7 Azwar Chesputra 5,892,383 576,207,886 - 582,100,269

8 Hilman Indra 5,892,383 576,207,886 - 582,100,269

9 Fachri Andi 5,892,383 576,207,886 - 582,100,269

6. Biaya Implisit Korupsi (Biaya Akibat Korupsi Implisit)
Pada kasus kehutanan yang ditangani KPK, alih fungsi yang 

dimaksud adalah  proses alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan 
dan sarana dermaga. Terdakwa diduga telah melakukan tindak 
pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji dari pihak swasta 
(dan birokrat) dalam Proses Alih Hutan Lindung di Tanjung api-api 
Prov. Sumatera Selatan. Biaya (damage) dari beralihnya fungsi hutan 
dapat dihitung dengan:

DF = VF×DL

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan
(Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni)
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DF adalah nilai dari damage atau biaya dari beralihnya fungsi 
hutan (dalam Rupiah); VF adalah unit value atau nilai dari hutan  
yang sudah memasukan semua fungsi ekologis yang relevan dari 
hutan tersebut (dalam Rupiah per hektar); DL adalah luas hutan yang 
terkonversi (dalam hektar).

Sebagai ilustrasi, penghitungan ini menggunakan contoh kasus 
korupsi pengalihan fungsi lahan hutan lindung Tanjung Api-api yang 
merupakan kawasan hutan bakau dan termasuk kedalam kawasan 
konservasi dunia (Victor, 2008). Pembangunan pelabuhan ini akan 
mengkonversi sekitar 600 hektar kawasan hutan lindung. Mengacu 
kepada salah satu studi yang cukup sering digunakan sebagai 
rujukan dalam nilai kehutanan (Costanza et al., 1998), satu hektar 
hutan mangrove bernilai sekitar  $9900/ha per tahun. Maka, jika 
dikapitalisasi (dengan discount rate	5%	dan	rentang	waktu	30	tahun)	
maka Net Present Value-nya adalah $152.187 per hectare atau dalam 
nilai rupiah saat ini sebesar Rp 1,522 milyar per hektare. Selanjutnya 
nilai tersebut dikalikan dengan luas yang akan dikonversi maka total 

Tabel 5 Biaya Sosial Korupsi Kasus Kehutanan

NO TERDAKWA BIAYA EKSPLISIT 
KORUPSI

BIAYA IMPLISIT KO-
RUPSI

TOTAL BIAYA SOSIAL KORUP-
SI (C+D)

PUTUSAN INKRACHT % PERBANDING-AN 
PUTUSAN INKRACHT 
DGN BIAYA SOSIAL 
(PERBANDINGAN E 

DAN H)

PNBP PEM-
BAYA-RAN DEN-
DA DAN UANG 
PENGGANTI

% PERBAN-DIN-
GAN INKRACHT 
DENGAN PNBP 
(PERBANDIN-
GAN H DAN J)

JUMLAH DENDA
JUMLAH 

UANG PENG-
GANTI

TOTAL HUKUMAN 
FINANSIAL

A B C D E F G H I J K

1 Sarjan Tahir 1,104,125,273 101,444,444,444 102,548,569,718 200,000,000 - 200,000,000 0.20% 200,000,000 100.00%

2
M. Al Amien Nasution

3,978,626,291 101,444,444,444 105,423,070,736 250,000,000 - 250,000,000 0.24% 250,000,000 100.00%

3 Drs. Azirwan 687,361,498 101,444,444,444 102,131,805,943 100,000,000 - 100,000,000 0.10% 100,000,000 100.00%

4
H.M Yusuf Erwin Faishal

964,075,341 101,444,444,444 102,408,519,786 250,000,000 - 250,000,000 0.24% 250,000,000 100.00%

5 Sjahrial Oesman 719,353,354 101,444,444,444 102,163,797,799 200,000,000 - 100,000,000 0.10% 100,000,000 100.00%

6
Chandra Antonio Tan

1,012,434,752 101,444,444,444 102,456,879,197 100,000,000 - 200,000,000 0.20% 200,000,000 100.00%

7
Azwar Chesputra

582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20% (dalam proses) (dalam proses) 

8 Hilman Indra 582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20% (dalam proses) (dalam proses)

9
Fachri Andi

582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20%
(dalam proses) (dalam proses)
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damage dari konversi permanen senilai 600 hektare adalah sebesar 
Rp 913 milyar. Model penghitungan ini, selanjutnya akan diterapkan 
pada kasus korupsi kehutanan yang ditangani oleh KPK.

7. Biaya Sosial Korupsi Kasus Kehutanan
Berdasarkan tahapan penghitungan yang dilakukan pada bagian 

sebelumnya, maka  total biaya sosial korupsi yang dibebankan kepada 
terdakwa kasus kehutanan yang ditangai KPK ditunjukkan oleh tabel 
5 berikut.
8. Peluang dan Tantangan Penerapan Biaya Sosial Korupsi

Penerapan biaya sosial korupsi sebagai pengenaan hukuman 
finansial		dianggap	sebagai	salah	satu	solusi	dalam	rangka	memberikan	
efek jera kepada koruptor. Peluang dan tantangan penerapan biaya 
sosial korupsi di Indonesia setidaknya ditunjukkan oleh kondisi 
berikut.
a. Berdasarkan UU 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi, dari 30 pasal jenis TPK hanya pasal 2 

Tabel 5 Biaya Sosial Korupsi Kasus Kehutanan

NO TERDAKWA BIAYA EKSPLISIT 
KORUPSI

BIAYA IMPLISIT KO-
RUPSI

TOTAL BIAYA SOSIAL KORUP-
SI (C+D)

PUTUSAN INKRACHT % PERBANDING-AN 
PUTUSAN INKRACHT 
DGN BIAYA SOSIAL 
(PERBANDINGAN E 

DAN H)

PNBP PEM-
BAYA-RAN DEN-
DA DAN UANG 
PENGGANTI

% PERBAN-DIN-
GAN INKRACHT 
DENGAN PNBP 
(PERBANDIN-
GAN H DAN J)

JUMLAH DENDA
JUMLAH 

UANG PENG-
GANTI

TOTAL HUKUMAN 
FINANSIAL

A B C D E F G H I J K

1 Sarjan Tahir 1,104,125,273 101,444,444,444 102,548,569,718 200,000,000 - 200,000,000 0.20% 200,000,000 100.00%

2
M. Al Amien Nasution

3,978,626,291 101,444,444,444 105,423,070,736 250,000,000 - 250,000,000 0.24% 250,000,000 100.00%

3 Drs. Azirwan 687,361,498 101,444,444,444 102,131,805,943 100,000,000 - 100,000,000 0.10% 100,000,000 100.00%

4
H.M Yusuf Erwin Faishal

964,075,341 101,444,444,444 102,408,519,786 250,000,000 - 250,000,000 0.24% 250,000,000 100.00%

5 Sjahrial Oesman 719,353,354 101,444,444,444 102,163,797,799 200,000,000 - 100,000,000 0.10% 100,000,000 100.00%

6
Chandra Antonio Tan

1,012,434,752 101,444,444,444 102,456,879,197 100,000,000 - 200,000,000 0.20% 200,000,000 100.00%

7
Azwar Chesputra

582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20% (dalam proses) (dalam proses) 

8 Hilman Indra 582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20% (dalam proses) (dalam proses)

9
Fachri Andi

582,100,269 101,444,444,444 102,026,544,714 200,000,000 - 200,000,000 0.20%
(dalam proses) (dalam proses)

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan
(Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni)
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dan pasal 3 yang merupakan pasal umum dan selebihnya pasal 
khusus. Ancaman hukuman pada pasal umum paling berat, 
tidak demikian halnya dengan pasal khusus (kecuali pasal 12a 
dan 12b). Hanya pasal 2 dan pasal 3 yang disebut tindak pidana 
korupsi yang merugikan keuangan negara, sedangkan pasal-pasal 
yang lain tidak. Terkait uang pengganti pada pasal 18b, selama 
ini hanya digunakan pada tindak pidana korupsi yang dikenakan 
pada pasal 2 dan pasal 3. Implementasi penerapan biaya sosial 
dimungkinkan dalam bentuk seluruh tindak pidana korupsi 
dijerat dengan menggunakan pasal umum yaitu pasal 2 atau 
pasal 3 (tergantung konstruksi kasusnya) subsider pasal khusus 
(tergantung jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan). Hal ini 
memungkinkan koruptor dijerat dengan ancaman hukuman yang 
lebih tinggi dengan selalu memasukkan unsur kerugian keuangan 
negara.

b. Belum ada metoda yang seragam dalam menghitung kerugian 
keuangan negara. Nilai kerugian keuangan negara akibat korupsi 
yang sudah dihitung oleh BPK/BPKP yang menjadi bahan tuntutan 
jaksa di pengadilan pun keputusannya pada akhirnya ditentukan 
oleh para hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal. 
Sementara itu perdebatan	mengenai	definisi	kerugian	keuangan	
negara telah lama menjadi dirkursus di kalangan ahli hukum, 
akademisi, penegak hukum, auditor dan advokat (terkait hal ini 
pada Desember 2007, KPK pernah mengundang beberapa pakar 
dalam Workshop Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara 
dan Perhitungan dalam tindak Pidana Korupsi yang Ditangani 
KPK. Salah satu pakar yang diundang adalah Theodorus M. 
Tuanakota (Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), yang 
kemudian melakukan penelitian untuk menindaklanjuti workshop 
ini). Perspektif kerugian negara sendiri setidaknya bisa dilihat 
dari sudut pandang hukum perdata, hukum administrasi negara, 
praktik hukum administrasi negara dan undang-undang tindak 
pidana korupsi. Tujuan ganti rugi yang diberikan pada dasarnya 
adalah sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti semula 
sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Dalam  konteks 
biaya sosial korupsi, definisi	 kerugian	 keuangan	 negara	 cukup	
tepat	didasarkan	pada	definisi	dari	hukum	perdata	yaitu:	“Yang 
dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, 
tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh 
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telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-
sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi 
juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu 
keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak 
lalai (winstderving/opportunity cost/opportunity loss.).”

c. Penggabungan perkara pidana dan perdata. Meskipun korupsi 
merupakan tindak pidana, peluang untuk menggabungkan perkara 
pidana dan perdata dalam hal mengganti kerugian keuangan 
negara ini sangat dimungkinkan. Hal ini sebagaimana yang 
diisyaratkan pada pasal 98 KUHAP. Peluang dan tantangan dalam 
penerapan pasal 98 KUHAP  adalah: 1)Mahkamah Agung belum 
pernah mengatur hukum acara terkait pasal 98 KUHAP, namun 
pasal 98 KUHAP ini sering digunakan dalam perkara lalu lintas. 
Sehingga terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan; 
2)Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili negara 
dalam menuntut ganti rugi haruslah menyelesaikan penghitungan 
Biaya Sosial Korupsi sebelum berkas tuntutan tindak pidana 
korupsi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan. 
Sempitnya waktu penghitungan mengharuskan adanya rumusan 
strategi dalam penghitungan biaya sosial korupsi.

P E N U T U P

Korupsi adalah extraordinary crime, oleh sebab itu hukuman bagi 
para terpidana korupsi hendaknya bisa lebih berat dari jenis kejahatan 
lainnya. Penghitungan Biaya Sosial Korupsi memungkinkan penegak 
hukum menuntut hukuman lebih tinggi dari perhitungan kerugian 
negara yang saat ini sudah dilakukan. Untuk kasus kehutanan yang 
dihitung dengan metode penghitungan Biaya Sosial Korupsi, dapat 
terjadi peningkatan sebesar 543 kali lipat dari tuntutan konvensional. 
Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Perbandingan antara Biaya Sosial Korupsi dengan Hukuman 
Finansial Kasus Inkracht

Tabel Perbandingan Hukuman Inkracht dengan Biaya Sosial Korupsi Kasus Kehutanan
Hukuman finansial inkracht 1,700,000,000
(untuk 9 terpidana)
Penghitungan Biaya Sosial Korupsi 923,228,942,461
(untuk 9 terpidana)
Perbandingan antara Biaya Sosial Korupsi dengan hukuman finansial inkracht 0.18% atau 543,1

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan
(Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni)
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Tabel Perbandingan Hukuman Inkracht dengan Biaya Sosial Korupsi Kasus Kehutanan
Hukuman finansial inkracht 1.700.000.000
(untuk 9 terpidana)
Penghitungan Biaya Sosial Korupsi 923.228.942.461
(untuk 9 terpidana)
Perbandingan antara Biaya Sosial Korupsi dengan hukuman finansial inkracht 0,18% atau 543,1

Dari beberapa literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, 
nampaknya implementasi untuk pembebanan Biaya Sosial Korupsi 
ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana 
dan perdata melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang 
diisyaratkan pada pasal 98 KUHAP.
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